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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik dapat dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik merupakan segala bentuk kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap 

warga negara dan penduduk atas barang publik, jasa dan atau pelayanan administrasi yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah dan 

negara. Hal ini karena pemerintah dan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang menjadi barang publik atau pelayanan yang menurut kesepakatan politik 

dan pertimbangan moral dinilai penting bagi kehidupan warganya (Dwiyanto, 2011). 

Proses penyelenggaraan layanan harus memenuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan 

yang prima. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, terdapat kriteria 

pelayanan prima  yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian pelayanan, keamanan, 

keterbukaan, efesiensi, ekonomis, keadilan yang merata dan ketetapan waktu. Penetapan 

standar pelayanan prima menjadi isu yang sangat penting dalam pengembangan sistem 

pelayanan publik karena digunakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan 

pelayanan serta mengatur organisasi. Standar pelayanan perlu dirumuskan untuk menjamin 

pelayanan publik yang memenuhi prinsip penyelenggaraan layanan yang transparan, non-

partisan, efektif, efisien dan akuntabel (Dwiyanto, 2011). 

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah adalah dalam hal 

perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Undang-Undang 
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Dasar 1946 menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban 

kenegaraan dan sebagai sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur (Waluyo, 2005). Pajak 

dipungut dari masyarakat dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan 

penagihannya. Menurut Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Pemungutan pajak daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut Siahaan (2011), 

pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan langkah yang sangat 

strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan 

yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan pemerintah pusat dan daerah. 

Hal-hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari dilaksanakannya reformasi undang-

undang PDRD antara lain: 

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan 

retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; 

2. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan 

pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah; 

3. Memberikan kepastian kepada dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah 

dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah.  
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 lahir dengan pertimbangan bahwa perlu 

disesuaikannya landasan hukum perpajakan daerah dengan kebijakan otonomi daerah, 

terutama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, di mana penyelenggaraan pemerintah 

daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, disertai dengan 

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut, 

perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi dilakukan dengan memperluas basis pajak 

daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak. Perluasan 

basis pajak di daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, 

mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis pajak baru. Perluasan pajak yang sudah 

ada dilakukan pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

yang diperluas hingga mencakup kendaraan pemerintah; Pajak Hotel diperluas hingga 

mencakup seluruh persewaan di hotel, dan Pajak Restoran diperluas hingga mencakup 

pelayanan katering. Ada empat jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

sebelumnya merupakan pajak pusat, serta Pajak Sarang Burung Walet yang ditetapkan 

sebagai pajak kabupaten/kota. Selain itu, Pajak Rokok ditetapkan menjadi pajak baru bagi 

provinsi (Siahaan, 2011). 

Salah satu jenis pajak yang menjadi pajak daerah adalah Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB merupakan jenis pajak yang sangat berperan 

dalam proses peralihan hak atas tanah dan bangunan di Indonesia. Semua orang atau badan 

yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, misalnya pembeli, penerima hibah, 

penerima waris, pembeli lelang dan penerima hak baru atas tanah dari pemerintah, akan 

dikenakan pajak atas perolehan hak tersebut. Pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah 
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mulai berlaku pada 1 Januari 2011 dalam rangka penyempurnaan sistem pemungutan pajak 

daerah dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan 

(local taxing empowerment) dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas belanja daerah (local spending 

quality). Peningkatan kualitas belanja daerah akan memperbaiki pelayanan publik dan 

mendorong kemandirian daerah yang merupakan tujuan dari kebijakan otonomi daerah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Siahaan, 2011). 

Pengalihan BPHTB dari pusat ke daerah meliputi seluruh proses penetapan, 

pemungutan/penagihan, pelayanan, dan pengadministrasian berkas wajib pajak oleh 

pemerintah daerah. Setiap daerah diberikan hak untuk memungut pajak BPHTB di daerah 

masing-masing berdasarkan pada hukum yang jelas dan kuat. Mengacu pada hal tersebut, 

maka pemerintah Kota Palembang menggulirkan Peraturan Daerah Kota Palembang 

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

sebagai landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan 

BPHTB di daerah Kota Palembang. Pemungutan dan pengelolaan BPHTB dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Palembang melalui Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, objek BPHTB adalah perolehan atas tanah dan 

atau bangunan, sedangkan yang menjadi subjek pajak atau wajib pajak BPHTB adalah 

orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar 

pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), dengan ketentuan jika 

nilai jual perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang 

digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang 

dipakai adalah NJOP PBB. Besaran NPOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar  

Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak 
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karena waris atau hibah yang diterima pribadi yang masih dalam hubungan keluarga 

sedarah dalam segaris keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 

dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOP tidak kena pajak ditetapkan 

sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Tarif BPHTB ditetapkan sebesar sebesar 

lima persen (5%). Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalikan 

tarif dengan dasar pengenaan pajak (NPOP setelah dikurangi NPOP tidak kena pajak). 

Berkaitan dengan pemungutan BPHTB oleh BPPD Kota Palembang, berikut 

merupakan data target dan realisasi penerimaan BPHTB Kota Palembang untuk tahun 

anggaran 2012 hingga 2016: 

Tabel 1.1 Target dan Realisasi BPHTB Kota Palembang Tahun 2012-2016 

No. Tahun Target APBD Realisasi Penerimaan Persentase 

1 2012 68.000.000.000 99.143.722.955 146% 

2 2013 80.549.840.000 80.867.194.759 100% 

3 2014 86.000.000.000 132.727.606.144 154% 

4 2015 116.269.000.000 92.038.580.407 79% 

5 2016 90.000.000.000 92.405.857.197 103% 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2017 

 

Dari data penerimaan BPHTB tahun 2012-2016, dapat dilihat jumlah penerimaan 

cukup fluktuatif, di mana mengalami penurunan jumlah penerimaan di tahun 2013, lalu 

meningkat pada tahun 2014, namun kembali menurun di tahun 2015. Secara umum, 

realisasi penerimaan daerah melalui BPHTB mencapai angka yang cukup besar dengan 

angka pencapaian target melebihi 100% setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2015. 

Efektivitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh keluaran (output) terhadap 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di bawah ini merupakan tabel 

mengenai persentase interpretasi kriteria efektivitas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900.327 tentang Interpretasi dan Kriteria 

Efektivitas: 
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Tabel 1.2 Interpretasi dan Kriteria Efektivitas 

Interpretasi Efektivitas (%) Kriteria 

>100 Sangat Efektif 

90-100 Efektif 

80-90 Cukup Efektif 

60-80 Kurang Efektif 

<60 Tidak Efektif 

Sumber : DEPDAGRI, Kepmendagri No. 690.900.327 

Berdasarkan Tabel Interpretasi dan Kriteria Efektivitas di atas, dapat dilihat bahwa 

apabila persentase pencapaian target lebih dari 100% termasuk ke dalam kategori sangat 

efektif, 80-90% termasuk ke dalam kategori efektif, 60-80% termasuk ke dalam kategori 

cukup efektif dan apabila kurang dari 60% termasuk ke dalam kategori tidak efektif. 

Dengan demikian, dapat dilihat pula bahwa pemungutan BPHTB yang secara rata-rata 

selalu melebihi target dengan pencapaian melebihi angka 100% di setiap tahunnya dapat 

digolongkan sangat efektif. Oleh karena hal tersebut, maka penulis berkeinginan untuk 

meneliti lebih dalam mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung penerimaan 

BPHTB dapat dikategorikan sangat efektif. 

Tercapainya target realisasi BPHTB tidak dapat dilepaskan dari peran dan upaya 

BPPD Kota Palembang. Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan BPPD Kota 

Palembang dalam mencapai target BPHTB yang penulis temukan, antara lain: 

1. Adanya peningkatan jumlah wajib pajak BPHTB. 

Nilai penerimaan BPHTB tidak dapat dilepaskan dari jumlah wajib pajak yang 

mengurus BPHTB. Peningkatan jumlah wajib pajak yang terjadi dalam pemungutan 

BPHTB secara langsung juga akan berpengaruh pada realisasi penerimaan BPHTB itu 

sendiri. Berikut merupakan data pertumbuhan jumlah wajib pajak BPHTB di Kota 

Palembang yang ditunjukkan melalui jumlah Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB 

dari tahun 2012 hingga 2016: 
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Tabel I.3 Jumlah SSPD BPHTB Kota Palembang Tahun 2012-2016 

No. Tahun Jumlah SSPD 

1 2012 7.416 

2 2013 5.917 

3 2014 8.260 

4 2015 8.804 

5 2016 10.532 
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2017 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pengurusan BPHTB yang 

ditunjukkan dari jumlah SSPD selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali 

pada tahun 2013 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Hal ini menjadi 

salah satu faktor penting yang berimplikasi pada jumlah penerimaan BPHTB itu sendiri. 

Peningkatan jumlah SSPD menjadi petunjuk bahwa transaksi yang menyebabkan 

perpindahan hak atas tanah dan bangunan di Kota Palembang semakin tinggi. 

2. Sifat BPHTB yang berbeda dengan jenis pajak lain. 

Pembayaran BPHTB terjadi lebih dahulu daripada saat terutang. Pihak baru yang 

akan memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang bersertifikat, sudah diwajibkan 

membayar BPHTB sebelum sebelum akta baru dibuat dan ditandatangani. Dalam bahasa 

sehari-hari, BPHTB dikenal dengan bea pembeli, jika perolehan hak atas tanah dan 

bangunan berdasarkan proses jual beli. Faktor inilah yang kemudian menyebabkan 

penerimaan BPHTB cenderung stabil bahkan mengalami peningkatan, karena BPHTB 

berhubungan langsung dengan akta kepemilikan hak tanah dan/atau bangunan yang 

menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga, meskipun tidak diwajibkan, namun karena akta 

kepemilikan adalah sebuah kebutuhan, mau tidak mau masyarakat harus mengurus BPHTB 

terlebih dahulu. Hal lain yang membedakan BPHTB dengan pajak lainnya adalah frekuensi 

pembayaran bea terutang dapat dilakukan secara insidensial atau berkali-kali dan tidak 

terikat oleh waktu. Hal ini berbeda dengan pajak, yang harus dibayarkan sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 
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3. Pelaksanaan pemungutan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku 

Berikut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan BPHTB yang 

telah ditetapkan oleh BPPD Kota Palembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB: 

Gambar 1 Standar Operasional Prosedur Pelayanan BPHTB 

 
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, 2017 

Alur SOP diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: wajib pajak mengisi formulir 

secara benar dan melengkapi persyaratan pengajuan BPHTB yang dipandu oleh petugas 

loket. Kemudian petugas loket mengecek kelengkapan berkas wajib pajak (10 menit). 

Setelah itu, petugas entry data melakukan input data Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

BPHTB (20 menit). Setelah di selesai entry data, tugas Kepala Sub Bidang BPHTB adalah 

meneliti objek pajak dan memutuskan perlu atau tidaknya tinjauan lapangan ke objek pajak 

(10 menit). Jika diputuskan perlu melakukan tinjauan lapangan, petugas lapangan akan 

melakukan penelitian objek pajak secara mendetail dan melaporkan hasilnya ke Kasubbid 

BPHTB (1 hari). Langkah selanjutnya, Kasubbid BPHTB akan memverifikasi harga 

transaksi (10 menit). Setelah harga transaksi ditetapkan Kasubbid BPHTB, Kepala Bidang 

PBB dan BPHTB meneliti dan mengesahkan harga transaksi objek pajak (5 menit) lalu 

petugas loket meneruskan SSPD BPHTB ke Bank, dan wajib pajak membayar BPHTB 

sesuai dengan SSPD ke Bank dan Bank akan memberikan bukti setor kepada wajib pajak. 

Menurut Steers (1985), membatasi efektivitas sebagai tujuan akhir oleh sebagian 

besar organisasi merupakan pandangan yang terlalu sederhana sehingga cenderung 
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mengabaikan apa yang menjadi aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber 

daya manusia suatu organisasi dan perilaku manusia yang muncul sebagai fokus primer. 

Usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti sumber 

daya dan perilaku manusia di tempat kerja. Mengacu pada pendapat ini, maka penulis 

kemudian memandang efektivitas pelayanan BPHTB bukan hanya berdasarkan realisasi 

penerimaan BPHTB, melainkan juga melihat aspek pencapaian tujuan dari BPHTB itu 

sendiri, aspek pelayanan yang baik, serta tingkah laku manusia dalam pelayanan BPHTB. 

Fakta bahwa penerimaan BPHTB cukup stabil bahkan mengalami peningkatan 

adalah sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Di sisi lain, diperlukan upaya dan penelitian 

lebih lanjut untuk memahami bagaimana sebuah organisasi seperti BPPD Kota Palembang 

secara konsisten berhasil mencapai target penerimaan BPHTB. Faktor-faktor pendukung 

keberhasilan yang telah diungkapkan di atas sangat menarik dan masih perlu digali dan 

dianalisis dengan lebih mendalam. Oleh sebab itu, penelitian ini akan difokuskan pada 

efektivitas BPPD Kota Palembang dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB dengan 

mengambil judul “Efektivitas Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam 

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu mengapa Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang sudah 

efektif dalam memungut Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pendukung efektivitas 

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dalam pemungutan Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin 

dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan literatur khususnya yang berkaitan 

dengan efektivitas BPPD Kota Palembang dalam pemungutan BPHTB. Secara akademik, 

penelitian ini diharapkan menjadi bentuk sumbangsih untuk pengembangan Ilmu 

Administrasi Negara, khususnya di Universitas Sriwijaya.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang utuh mengenai 

fenomena yang ada, sekaligus memberikan masukan pada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam meningkatkan efektivitas pemungutan BPHTB oleh BPPD Kota 

Palembang. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi stakeholder terkait lain 

untuk meningkatkan efektivitas dan mencapai tujuan organisasinya. 
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